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ABSTRAK 

 

ARIYANTO. NPM.18810556. 2022.TINJAUAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU 

TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA 

INDONESIA. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad 

Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II Fathan 

Ansori, S.H., M.H. 

 

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Keimigrasian, Sistem Peradilan Pidana Indonesia  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana 

keimigrasian menurut Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan 

untuk mengetahui Tanggung jawab pidana terhadap pelaku penyalahgunaan keimigrasian 

dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini 

dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang 

menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang 

berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan 

berlaku.  Hasil penelitian Keberadaan peraturan terkait dengan tindak pidana keimigrasian 

tentu tidak lepas dari pelaksanaan fungsi keimigrasian itu sendiri yang harus dilaksanakan 

berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Indonesia 

sebagai Negara yang berdaulat mempunyai tujuan untuk mensejahterakan Pengawasan 

Orang Asing di wilayah Indonesia, berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, 

keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia. Guna penanggulangan tindak 

pidana yang dilakukan orang asing, perlu memperhatikan fungsi hukum pidana sebagai 

ultimum remedium yaitu digunakan apabila upaya-upaya lain diperkirakan kurang 

memberi hasil yang memuaskan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatur sanksi pidana yang diterapkan bagi orang asing 

pelaku tindak pidana keimigrasian dirumuskan secara alternatif yaitu hukuman badan atau 

denda. Untuk menjamin ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 

Keimigrasian ini ditaati maka dalam undang-undang ini diatur pula ketentuan pidana yang 

mengatur beberapa perbuatan yang dikualifikasi sebagai perbuatan pidana di bidang 

keimigrasian yang dilakukan orang asing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Keimigrasian jelas menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah). Pasal 129 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 
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menegaskan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk 

kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, mengubah, menambah, mengurangi, atau 

menghilangkan baik sebagian maupun seluruhnya, keterangan atau capyang terdapat dalam 

dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  
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